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History: Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Camat
dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu
Timur. Dalam kerangka otonomi daerah, Camat berperan sebagai penghubung
antara pemerintah kabupaten dan masyarakat dengan fungsi koordinatif,
fasilitatif, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
Keywords: dengan metode studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Kewenangan Camat, ) o ’ "

pemberdayaan Camat berpera.n. se!aagal fasilitator, koordinator kebijakan, pengawas, dan

masyarakat, partisipasi penggerak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

masyarakat. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi beberapa kendala,
seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hambatan
birokrasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kendala-kendala tersebut
berdampak pada efektivitas pelaksanaan program di tingkat kecamatan. Oleh
karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan
birokrasi, penambahan anggaran, serta penguatan sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kewenangan Camat
sangat berperan dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Introduction

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan
daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, peran pemerintah
kecamatan, khususnya Camat, menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara
pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat di tingkat bawah. Camat memiliki
kewenangan vyang signifikan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta
mengoptimalkan potensi lokal demi tercapainya kesejahteraan bersama (Sari, 2018;
Nugroho, 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang menekankan pentingnya
peran pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dan
bertanggung jawab (Firdaus, 2017; Kurniawan, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
kemudian diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, Kecamatan bukan lagi merupakan
daerah otonom, melainkan bagian integral dari pemerintahan daerah kabupaten/kota yang
dipimpin oleh Camat sebagai pejabat pemerintah daerah (Putra, 2016; Wibowo, 2018).
Dengan demikian, kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat harus dilihat
sebagai pelaksanaan tugas yang bersifat koordinatif, fasilitatif, dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di tingkat kecamatan (Santoso, 2019; Rahman,
2021).
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Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan proses yang bertujuan meningkatkan
kapasitas dan kemampuan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan
(Susanti, 2017; Hidayat, 2018). Dalam hal ini, Camat berfungsi sebagai fasilitator yang
menginisiasi program-program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi
lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan
(Prasetyo, 2020; Lestari, 2019). Peran ini sangat penting mengingat pemberdayaan
masyarakat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat
kohesi sosial dan kapasitas kelembagaan masyarakat (Rahmawati, 2018; Suryani, 2020).

Namun, pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat tidak terlepas
dari berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta
hambatan birokrasi dan koordinasi antar lembaga (Yuliana, 2019; Dewi, 2021). Selain itu,
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan juga menjadi
tantangan yang harus diatasi melalui sosialisasi dan edukasi yang efektif (Arifin, 2017,
Khasanah, 2020).

Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, yang memiliki
karakteristik sosial dan budaya yang khas serta potensi sumber daya alam yang cukup besar.
Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Camat di Kecamatan
Angkona diimplementasikan dalam pemberdayaan masyarakat, serta mengidentifikasi
faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya (Sutrisno, 2019;
Handayani, 2020).

Dengan memahami peran dan kewenangan Camat secara mendalam, diharapkan dapat
memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan
masyarakat di tingkat kecamatan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih
optimal dan berkelanjutan (Nugraha, 2021; Fitriani, 2022).

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk
memperoleh pemahaman mendalam mengenai kewenangan Camat dalam pemberdayaan
masyarakat di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur (Sutrisno, 2019; Handayani,
2020). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara detail
proses, dinamika, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Camat
dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik (Creswell, 2014 dalam Prasetyo, 2020).

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan Camat, perangkat
kecamatan, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam program pemberdayaan.
Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan di lapangan (Lestari, 2019; Rahman, 2021). Dokumentasi berupa peraturan,
laporan kegiatan, dan data sekunder lainnya juga dianalisis untuk melengkapi data primer
(Santoso, 2019).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik yang berfokus pada
identifikasi pola-pola dan tema-tema utama terkait kewenangan dan peran Camat dalam
pemberdayaan masyarakat (Susanti, 2017; Rahmawati, 2018). Proses analisis meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara
sistematis (Miles & Huberman, 1994 dalam Dewi, 2021).
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Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik,
serta melakukan pengecekan ulang dengan informan untuk memastikan keakuratan
informasi (Yuliana, 2019; Khasanah, 2020). Etika penelitian juga diperhatikan dengan
menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan sebelum
pengumpulan data dilakukan (Arifin, 2017).

Results and Discussion

Pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona
sangat dipengaruhi oleh perubahan regulasi terkait otonomi daerah, khususnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Perubahan ini menggeser posisi Camat dari pejabat yang memiliki kewenangan otonom
menjadi pejabat yang kewenangannya sangat bergantung pada pendelegasian dari
Bupati/Walikota (Putra, 2016; Wibowo, 2018). Hal ini berdampak pada pola distribusi
kewenangan yang lebih bersifat koordinatif dan fasilitatif.

Di Kecamatan Angkona, Camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten
dan masyarakat, dengan tugas utama mengkoordinasikan pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Namun,
keterbatasan kewenangan langsung membuat Camat harus mengandalkan koordinasi yang
efektif dengan berbagai perangkat daerah dan tokoh masyarakat untuk menggerakkan
partisipasi masyarakat (Santoso, 2019; Rahman, 2021).

Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga sangat strategis dan praktis di lapangan. Berdasarkan hasil
wawancara dengan beberapa narasumber, termasuk Camat sendiri, perangkat desa, dan
tokoh masyarakat, peran Camat dapat dijabarkan secara lebih konkret dan mendalam.

Fasilitator Program Pemberdayaan

Camat berperan sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat. | Putu Gede Suarsana selaku camat Angkona menyatakan:

“Saya berusaha memastikan setiap program pelatihan dan pengembangan usaha mikro
yang datang dari pemerintah kabupaten dapat berjalan dengan lancar di tingkat kecamatan.
Kami juga membantu mengatasi kendala teknis yang muncul selama pelaksanaan.”
(wawancara 2 Februari 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa Camat tidak hanya meneruskan program, tetapi juga aktif
mencari solusi agar program dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara
optimal.

Koordinator Pelaksanaan Kebijakan

Koordinasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program. Seorang perangkat desa Solo
Bapak Saipul mengungkapkan:

12



“Camat selalu mengajak kami untuk rapat koordinasi rutin agar semua pihak tahu tugas dan
tanggung jawabnya. Ini membantu menghindari tumpang tindih dan mempercepat
pelaksanaan program.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Koordinasi ini melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi
masyarakat, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan sinergis dan terarah.

Pengawas dan Evaluator

Dalam hal pengawasan, Camat melakukan monitoring secara berkala dan evaluasi hasil
program. Seorang tokoh masyarakat Bapak Suwastika menyampaikan:

“Camat sering datang langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan program dan
mendengarkan keluhan warga. Ini membuat kami merasa didukung dan program lebih tepat
sasaran.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Penggerak Partisipasi Masyarakat

Camat juga berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dengan melakukan
sosialisasi dan edukasi. Salah satu perangkat Kecamatan Bapak Baharuddin yang merupakan
sekertaris kecamatan menyatakan:

“Kami melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan untuk meningkatkan
kesadaran warga agar aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan.” (wawancara, 25
Februari 2025)

Tabel 1. Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran Camat Kutipan Wawancara Implikasi

Fasilitator Program “Memastikan program | Camat aktif mencari solusi
berjalan lancar dan | agar program dapat diakses
mengatasi kendala teknis.” dan dimanfaatkan

masyarakat.

Koordinator Kebijakan “Rapat  koordinasi  rutin | Koordinasi  efektif antar
untuk menghindari tumpang | perangkat desa dan lembaga
tindih dan mempercepat | masyarakat.
program.”

Pengawas dan | “Sering turun ke lapangan | Pengawasan langsung

Evaluator untuk monitoring dan | meningkatkan akuntabilitas
mendengarkan keluhan | dan  ketepatan  sasaran
warga.” program.
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Penggerak Partisipasi “Melibatkan tokoh | Meningkatkan kesadaran
masyarakat sebagai agen | dan partisipasi aktif
perubahan.” masyarakat.

Sumber : Olah data penelitian (maret 2025)
Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan Camat

Pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona
menghadapi berbagai kendala yang signifikan dan mempengaruhi efektivitas program.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat, perangkat desa, dan tokoh masyarakat,
kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek utama, yaitu
keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi,
serta tantangan dalam partisipasi masyarakat.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan SDM yang kompeten dan
memadai di tingkat kecamatan dan desa. Camat menyatakan bahwa jumlah staf yang
terbatas dan kurangnya pelatihan teknis menghambat pelaksanaan program pemberdayaan
secara optimal.

“Kami sering kekurangan tenaga yang ahli dan berpengalaman, sehingga beberapa program
tidak bisa berjalan maksimal karena keterbatasan SDM.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi kendala yang tidak kalah penting. Dana yang tersedia sering
kali tidak mencukupi untuk mendukung seluruh program pemberdayaan yang direncanakan,
sehingga harus dilakukan prioritisasi yang ketat. Seperti yang dikatakan oleh Perangkat Desa
Tampinna, Bapak Imran:

“Anggaran yang terbatas membuat kami harus memilih program mana yang bisa dijalankan
terlebih dahulu, sementara beberapa program penting harus tertunda.” (wawancara, 25
Februari 2025)

Hambatan Birokrasi

Prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks juga menjadi penghambat dalam
pelaksanaan kewenangan Camat. Proses administrasi yang berbelit-belit menyebabkan
keterlambatan dalam pencairan dana dan pelaksanaan program.

“Birokrasi yang rumit sering membuat proses pelaksanaan program menjadi lambat dan
kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.” (wawancara, 25 Februari 2025)
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Tantangan dalam Partisipasi Masyarakat

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah menjadi kendala tersendiri.

Kurangnya pemahaman

dan

kesadaran masyarakat

terhadap manfaat program

pemberdayaan menyebabkan partisipasi aktif mereka belum optimal. Seperti yang di
ungkapkan oleh Bapak Saipul, bahwa:

“Masyarakat kadang kurang memahami pentingnya program ini, sehingga partisipasi
mereka masih terbatas.” (wawancara, 25 februari 2025)

Tabel 2. Kendala Pelaksanaan Kewenangan Camat

Kendala Deskripsi Kutipan Wawancara
Keterbatasan SDM Jumlah staf terbatas dan | “Kekurangan tenaga ahli
kurang pelatihan teknis menghambat  pelaksanaan

program.” (Camat Angkona,
2025)

Keterbatasan
Anggaran

Dana tidak mencukupi untuk
semua program

“Anggaran terbatas
membuat beberapa program
tertunda.” (Perangkat Desa,
2025)

Hambatan Birokrasi Prosedur administrasi yang | “Birokrasi rumit

panjang dan kompleks menyebabkan
keterlambatan
pelaksanaan.” (Camat
Angkona, 2025)

Partisipasi Masyarakat | Rendahnya kesadaran dan | “Partisipasi masyarakat
pemahaman masyarakat | masih  terbatas karena
terhadap program | kurangnya pemahaman.”
pemberdayaan (Tokoh Masyarakat, 2025)

Sumber : Olah data penelitian (maret 2025)

Dengan memahami kendala-kendala ini, diharapkan pemerintah daerah dan pihak terkait

dapat mengambil langkah

strategis untuk mengatasi

hambatan tersebut, seperti

peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan birokrasi, penambahan anggaran, serta
peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini akan sangat membantu
dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan
masyarakat di Kecamatan Angkona.
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Pelaksanaan kewenangan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona
merupakan aspek penting yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan. Pembahasan ini akan
menguraikan secara mendalam efektivitas pelaksanaan kewenangan, kendala yang
dihadapi, serta peluang dan strategi yang dapat dioptimalkan berdasarkan data wawancara
dan analisis yang telah dilakukan.

Camat sebagai pejabat pemerintah di tingkat kecamatan memiliki peran strategis yang
multifungsi, yaitu sebagai fasilitator, koordinator, pengawas, dan penggerak partisipasi
masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Camat dan perangkat desa, terlihat bahwa Camat
mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan cukup baik. Camat secara aktif
memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan rapat
koordinasi rutin yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan
untuk menyamakan persepsi, menghindari tumpang tindih program, serta mempercepat
pelaksanaan kegiatan di lapangan. Salah satu perangkat desa Solo Bapak Saipul
menyatakan:

“Camat selalu mengajak kami untuk rapat koordinasi rutin agar semua pihak tahu tugas dan
tanggung jawabnya.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Selain itu, Camat juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan
program berjalan sesuai rencana dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung.
Pendekatan ini meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan sasaran program pemberdayaan.

Meskipun pelaksanaan kewenangan Camat sudah berjalan dengan baik, terdapat beberapa
kendala signifikan yang menghambat efektivitasnya. Kendala utama yang dihadapi adalah
keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan berpengalaman, keterbatasan
anggaran, birokrasi yang rumit, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah. Camat
Angkona mengungkapkan,

“Kami sering kekurangan tenaga yang ahli dan berpengalaman, sehingga beberapa program
tidak bisa berjalan maksimal.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan serius, di mana dana yang tersedia tidak
mencukupi untuk menjalankan semua program pemberdayaan secara optimal. Selain itu,
prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks menyebabkan keterlambatan dalam
pelaksanaan program, sehingga mengurangi responsivitas dan efisiensi.

Partisipasi masyarakat yang masih terbatas juga menjadi tantangan, karena kurangnya
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program pemberdayaan.
Tokoh masyarakat Bapak Suwastika menyatakan:

“Partisipasi masyarakat masih terbatas karena kurangnya pemahaman.” (wawancara 25
Februari 2025)

Meskipun terdapat kendala, terdapat peluang besar untuk meningkatkan pelaksanaan
kewenangan Camat. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga
ahli sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program. Penyederhanaan birokrasi
juga menjadi langkah strategis agar proses administrasi lebih cepat dan efisien.
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Penambahan anggaran dari pemerintah daerah akan sangat membantu dalam memperluas
cakupan dan intensitas program pemberdayaan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi yang lebih
intensif kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif mereka
dalam program-program yang dijalankan.

Melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan juga terbukti efektif dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat. Camat menyatakan,

“Kami melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan untuk meningkatkan
partisipasi.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Conclusion

Pelaksanaan kewenangan Camat di Kecamatan Angkona sudah menunjukkan hasil yang
positif terutama dalam hal koordinasi dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat.
Namun, kendala seperti keterbatasan SDM, anggaran, birokrasi, dan partisipasi masyarakat
masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Dengan strategi peningkatan kapasitas
SDM, penyederhanaan birokrasi, penambahan anggaran, serta edukasi dan sosialisasi yang
lebih intensif, pelaksanaan kewenangan Camat dapat lebih optimal dan berdampak

signifikan bagi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Angkona.
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